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Abstrak. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan mengalami perkembangan, 
dari semula hanya fokus pada pendekatan pertahanan, saat ini juga melalui 
pendekatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilatar-belakangi hal tersebut, 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan pengembangan 
yang perlu dilakukan agar  PKSN Jasa yang terletak di kawasan perbatasan 
Kabupaten Sintang memenuhi kriteria sebagai pos lintas batas negara, simpul utama 
transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat memberikan rekomendasi 
pengembangan tersebut, penelitian ini diawali dengan melakukan kajian kondisi 
eksisting di PKSN Jasa dan wilayah yang akan dilayani ditinjau dari aspek 
infrastruktur, transportasi dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif kuantitatif didasarkan pada analisis ekonomi dengan metode locatient 
quentiont dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting 
di PKSN Jasa belum memenuhi kriteria sebagai pos lintas batas negara, simpiul 
utama transportasi dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, 
penelitian ini merumuskan upaya-upaya pengembangan PKSN Jasa dalam rangka 
terpenuhinya kriteria PKSN. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi kriteria 
sebagai pos lintas batas negara adalah  pembangunan prasarana Kantor Imigrasi, 
Kantor Kepabean dan Kantor karantina. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi 
kriteria sebagai simpul transportasi adalah peningkatan akses jalan kolektor primer 
dan pembangunan prasarana terminal angkutan penumpang Tipe B. Upaya yang 
diperlukan untuk memenuhi kriteria pusat pertumbuhan ekonomi adalah 
pengembangan industri komoditas lada di PKSN Jasa untuk mendorong 
pengembangan ekonomi wilayah sekitarnya. 
Kata Kunci : PKSN Jasa, Kawasan Perbatasan Negara 
 
1. PENDAHULUAN 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan Jasa, yang merupakan kawasan di 
kecamatan Ketungau Hulu, sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). PKSN 
adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan 
negara. Namun, wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki peran penting serta fungsinya dalam 
menjaga kedaulatan negara yang dapat menjadi pusat pertumbuhan terhadap kawasan sekitarnya justu 
menjadi daerah tertinggal dengan keterbatasan prasarana sarana infrastruktur yang mempengaruhi pula 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan (Noveria, 2017). Kondisi ini juga terjadi di 
kawasan Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang.  
Studi ini memfokuskan pada upaya pengembangan yang perlu dilakukan agar  PKSN Jasa 
memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang RTRWN. Untuk 
dapat memberikan rekomendasi maka perlu dikaji terlebih dahulu kondisi eksisting di PKSN Jasa dan 
wilayah yang akan dilayani. Aspek substansial yang akan dibahas dan diidentifikasi dalam penelitian 
ini adalah aspek infrastruktur, aspek transportasi dan aspek ekonomi di kawasan perbatasan negara 
yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Negara (PKSN). 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terdapat beberapa hirarki pusat pelayanan perbatasan negara 
yang mendukung pengembangan dan pembangunan di kawasan tersebut seperti Pusat Kegiatan 
Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas (Lokpri), Ibukota Kabupaten, maupun pusat kota di 
negara tetangga (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2015).  
PKSN memiliki tiga kriteria yaitu : 1)Pusat perkotaan yang berfungsi sebgaia pos pemeriksaan 
lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara 
tetangga; 2) Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan 
wilayah sekitarnya; 3) Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat 
mendorong perkembangan wilayah sekitarnya.  
Sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terdapat tiga fungsi kawasan perbatasan yaitu : 1) 
Fungsi Legal kawasan perbatasan memiliki garis perbatasan yang berfungsi untuk membatasi wilayah 
tersebut dengan suatu standar yuridiksi dan peraturan negara yang berlaku; 2) Fungsi Kontrol kawasan 
perbatasan membatasi setiap pergerakan yang masuk maupun yang keluar, hal ini berfungsi agar dapat 
mengontrol pergerakan orang atau barang kedalam maupun keluar suatu negara; 3) Fungsi Fiskal 
Fungsi ketiga ini merupakan pelengkap dari fungsi kontrol yang memberikan hak kepada suatu negara 
untuk menerapkan harga fiskal untuk dapat masuk ke negara tersebut (Guo, 2005).  
Pos Lintas Batas (PLBN) merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka 
mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas 
Batas Antar Negara, PLBN perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta 
dilengkapi dengan pelayanan lintas batas antar negara yang jelas, murah, mudah, efektif, efisien agar 
mampu mendukung kelancaran, kenyamanan dan keamanan para pelintas batas seperti kantor 
pelayanan imigrasi, kantor pelayanan kepabean, kantor pelayanan karantina, kantor pelayanan 
keamanan maupun fungsi-fungsi lain yang diperlukan. 
Jaringan pelayanan transportasi tersusun dari beberapa rute pelayanan transportasi yang 
membentuk satu kesatuan hubungan yang sinergis. Pada jaringan transportasi terdapat beberapa aspek 
yang perlu diperhatikan yaitu jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana 
transportasi merupakan serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga 
membentuk satu kesatuan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005). 
Simpul transportasi adalah suatu lokasi maupun titik yang berfungsi dalam kegiatan menaikkan dan 
menurunkan penumpang, pembongkaran dan pemuatan barang, pengaturan rute perjalalanan maupun 
tempat perpindahan angkutan intramoda dan antarmoda. Simpul transportasi adalah media peralihan 
muatan angkutan yang berperan penting dalam mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan 
pelayanan angkutan transportasi. 
Secara fungsional, pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu lokasi yang merupakan 
konsentrasi kelompok usaha maupun cabang industri yang sifat hubungannya mempunyai unsur-unsur 
yang dinamis sehingga mampu menopang kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar atau 
daerah belakangnya, dan secara geografis pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang 
memberikan kemudahan dan mempunyai fasilitas yang lengkap sehingga menjadi pusat daya tarik 
yang menyebabkan berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di daerah yang bersangkutan dan 
masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang tersedia (Mahi, 2016). 
Pembangunan yang diprioritaskan pada pusat pertumbuhan berfokus pada pengembangan potensi 
yang ada pada wilayah yang bersangkutan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. 
Potensi daerah tersebut didapat melalui informasi data produksi (kontribusi dan LQ sektor terhadap 
PDRB) serta menentukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di setiap pusat 
pengembangan yang dapat tumbuh dan berfungsi untuk wilayah sekitarnya.  
 
2. METODE PENELITIAN 
Untuk mendukung penelitian ini dibutuhkan beberapa data dan informasi yang diperoleh melalui 
pengumpulan data dari beberapa sumber. Data-data tersebut berupa data sekunder yang didapatkan 
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dari instansi-instansi terkait dan beberapa kajian studi literatur sebagai teori penunjang.Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan alat 
analisis Location Quotient (LQ) dan analsis spasial.  
Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor di suatu 
daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sector. Suatu kegiatan 
memiliki koefisien spesialisasi lebih besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya di suatu wilayah 
berarti wilayah tersebut memilikidaya saing yangkomparatif terhadap wilayah sekitarnya 
(Djakapermana,2010).Hasil analisis dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: jika LQ > 1 adalah sektor 
basis, LQ <1 adalah sektor non basis, serta LQ = 1 adalah sektor hanya dapat memenuhi kebutuhan 
lokalnya.Analisis LQ memiliki rumus sebagai berikut: 
 
 
 
Dimana: 
Eir = Nilai produksi (Rp) Sektor i di Kabupaten Sintang 
Er= Nilai produksi (Rp) total di Kabupaten Sintang 
Ein = Nilai produksi (Rp) sektor i di wilayah yang lebih luas 
En= Nilai Produksi (Rp) Total di wilayah yang lebih luas 
 
Alat analisis lainnya yaitu analsis spasial. Secara teknis analisis spasial berkaitan dengan 
pegolahan informasi dan data spasial. Data yang diperoleh digunakan untuk menguji hipotesis yang 
dikembangkan dari suatu kerangaka berpikir yang dibangun secara deduktif. Pada data spasial atau 
data yang memiliki referensi geografis, visualisasi digunakan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis 
mengenai pola atau pengelompokan di dalam ruang geografis serta mengenai peran lokasi terhadap 
aktivitas manusia serta sistem lingkungan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Kondisi Eksisting PKSN Jasa Sebagai Pos Lintas Batas Negara 
PKSN Jasa yang ada di kawasan perbatasan Ketungau Hulu memiliki tipologi PKSN perbatasan darat 
yang berada di pintu gerbang perbatasan negara yang berbatasan dengan daerah pantu District Sri 
Aman, Malaysia.  
Sesuai dengan kriteria PKSN yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dalam mendukung kawasan perbatasan sebagai PKSN, 
perlunya prasarana penunjang khusus yang terdapat di kawasan perbatasan,  prasarana pendukung Pos 
LintasBatas Negara (PLBN) dimaksudkan agar dapat mempermudah dan mengefektifkan pelayanan 
yang mencakup seperti pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan 
administrasi pengelolaan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2007).  Di kawasan PKSN Jasa hanya baru 
terdapat pos TNI yang terletak di Desa Sungai Kelik sebagai prasarana keamanan yang menandakan 
masih belum terdapat prasarana penunjang wilayah perbatasan yang memadai. 
Meskipun tidak terdapatnya prasarana penunjang kawasan perbatasan yang memadai, pergerakan 
orang atau barang ke dalam maupun ke luar negeri tetap terjadi. Masyarakat di Kecamatan Ketungau 
Hulu, khususnya Desa Jasa dan Desa Sungai Kelik masih sering melakukan pergerakan ke Negara 
Malaysia untuk melakukan transaksi jual beli. Barang-barang dibawa masyarakat dari dalam negeri 
berupa hasil pertanian seperti beras dan sayurmayur, hasil perkebunan berupa lada dan karet dan hasil 
hutan berupa kulit kayu.  
Sedangkan barang yang masuk ke dalam negeri berupa telur, ikan teri, sarden, makanan kaleng, 
gula, bawang merah, bawang putih, mesin kendaraan (speed boat), accu kendaraan dan bahan bakar 
minyak. Barang tersebut dibawa dengan menggunakan tenaga pemikul yang menempuh waktu 2 
sampai 3 jam waktu perjalanan dengan berjalan kaki dari Desa Jasa ke Pasar Lachau Malaysia. Belum 
adanya pos lintas batas negara di kawasan perbatasan ketungau hulu membuat tidak terjadinya fungsi 
kawasan perbatasan yang bersifat mengontrol dan menjalankan kebijakan fiskal. 
 
 
78 
 
PROSIDING 
SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA BERKELANJUTAN 
2019 
 
3.2 Analisis Kondisi Eksisting PKSN jasa Sebagai Simpul Utama Transportasi 
Sama seperti kawasan perbatasan pada umumnya, PKSN Jasa yang ada di kawasan perbatasan di 
kecamatan ketungau hulu juga berada didaerah yang terisolir dan pedalaman dengan kondisi alam 
yang sulit dijangkau dan infrastruktur di kawasan perbatasan relatif masih sangat terbatas. Belum 
terdapatnya fasilitas terminal di PKSN Jasa menyebabkan tidak terjadinya pergerakan angkutan umum 
baik penumpang maupun barang transportasi darat di kawasan tersebut. Masyarakat di kawasan 
perbatasan masih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil dalam menunjang 
kegiatan sehari-hari. Kondisi jalan di kecamatan ketungau hulu masih didominasi jalan tanah dengan 
kategori rusak berat. Dalam menunjang mobilitas penduduk, mayoritas masyarakat menggunakan 
kendaraan pribadi baik ke ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan maupun ke kabupaten lain.  
Selain banyaknya jalan yang rusak di kecamatan ketungau hulu, aksesibilitas jaringan jalan 
transportasi darat menuju kecamatan ini pun masih sulit, baik dari ibukota kabupaten sintang maupun 
ke PKSN Entikong yang terletak di Kabupaten Sanggau dan PKSN Nanga Badau yang terletak di 
Kabupaten Kapuas Hulu.Waktu tempuh menuju PKSN Jasa juga tergantung dengan kondisi cuaca,  
jika musim hujan beberapa ruas jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena badan jalan yang 
terendam oleh genangan air seperti pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 1.Aksesibilitas Menuju PKSN Jasa 
3.3 Analisis Kondisi Eksisting PKSN Jasa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 
Perwujudan kedaulatan dalam aspek ekonomi sendiri memberi tuntutan untuk mewujudkan 
kemandirian ekonomi nasional agar menghindari ketergantungan dari pihak luar negeri. Pada 
kenyataanya, di PKSN Jasa kondisi perekonomian baik prasarana maupun sarana sama seperti di 
kawasan perbatasan lainnya yang aktivitas dan efektivitas ekonomi masyarakat yang masih rendah, 
sistem perdagangan antar penduduk di kawasan ini juga masih bersifat tradisional dikarenakan belum 
memadainya infrastruktur perekonomian seperti pasar dan bank. Tidak tersedianya kegiatan industri 
utama pada kawasan ini menyebabkan PKSN Jasa belum bisa menimbulkan multiplier effect bagi 
wilayah sekitarnya.  
Sebagai pusat pertumbuhan, PKSN Jasa juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas 
pendukung untuk menunjang kegiatan masyarakat pada umumnya seperti fasilitas perdagangan, 
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fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan. Adapun ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial yang 
terdapat di PKSN Jasa dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Gambaran Ketersediaan Fasilitas sosial di PKSN Jasa 
Jenis Fasilitas Standar 
Berdasarkan 
Permendagri No. 
57 Tahun 2010 
Ketersediaan Fasilitas 
di PKSN Jasa 
Keterangan 
Fasilitas 
Perdagangan dan 
Jasa 
Pasar 
Pusat 
Perdagangan 
Pergudangan 
Jasa Keuangan 
24 Toko/Warung Masih kurang 
Fasilitas 
Pendidikan 
TK 
SD 
SMP 
SMA 
1 Unit TK 
Unit SD 
1 Unit SMP  
Masih kurang 
Fasilitas Kesehatan Posyandu 
Puskesmas 
Klinik Bersalin 
Apotik 
Rumah Sakit 
1 Unit Puskesmas 
2 Unit Posyandu 
1 Unit Balai 
Pengobatan 
Masih kurang 
 
 
3.4 Upaya Pengembangan PKSN Jasa berdasarkan kriterianya 
Dapat dilihat pada analisis analisis sebelumnya, sebagai wilayah yang terletak di beranda terdepan 
Negara Indonesia, PKSN Jasa belum memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.Maka dari itu, 
diperlukan upaya pengembangan yang dilakukan dalam pemenuhan PKSN Jasa sesuai dengan kritereri 
sebagai pos lintas batas negara, simpul utama transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.  
 
3.4.1 Upaya Pengembangan PKSN Jasa Sebagai Pos Lintas Batas Negara 
Dalam menigkatkan peran PKSN Jasa sebagai pos lintas batas negara, dibutuhkan pembangunan 
fasilitas khusus penunjang kawasan perbatasan seperti kantor kepabean, kantor imigrasi dan kantor 
karantina serta kantor keamanan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang 
Standarisasi Sarana Prasarana dan Pelayanan LintasBatas Antar Negara). Hal tersebut juga selaras 
dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan 
Di Kalimantan yang menetapkan fungsi di PKSN Jasa sebagai pusat pelayanan kepabean, imigrasi, 
karantina serta keamanan dan pertahanan.  
Pada aspek pertahanan dan keamanan, diperlukan peningkatan pendekatan secara militer maupun 
nir militer. Pendekatan secara militer berupa peningkatan pengelolaan sarana prasarana pos 
pertahanan, penempatan aparat TNI maupun Polri, serta penempatan bangunan simbol negara dan 
tanda batas negara. Sedangkan nir militer berupa peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah 
terkait, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
peningkatan pembinaan masyarakat daerah perbatasan terkait nilai Pancasila. 
 
3.4.2 Upaya Pengembangan PKSN Jasa Sebagai Simpul Utama Transportasi 
Untuk mendukung PKSN Jasa sebagai simpul utama transportasi, hal yang perlu dipertimbangkan 
yaitu kondisi jaringan jalan dan ketersediaan sarana transportasi, khususnya di PKSN Jasa yang 
terletak di Kecamatan Ketungau Hulu yang kondisi jalannya masih buruk baik antar desa maupun ke 
daerah strategis lainnya. Perencanaan jaringan jalan nasional khususnya jalan poros perbatasan yang 
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melintasi PKSN Jasa maupun Lokasi Priotitas (Lokpri) pengembangan kawasan perbatasan Ketungau 
Hulu dan Ketungau Tengah dengan klasifikasi jalan kolektor primer tertuang pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang 
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.  
Sedangkan untuk sarana transportasi agar menjadi simpul utama transportasi dan pusat pelayanan 
angkutan umum, perencanaan yang ada di PKSN Jasa yaitu pembangunan  Terminal tipe B di Desa 
Jasa yang berfungsi sebagai terminal angkutan penumpang skala provinsi yang didukung dari 
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang. 
 
3.4.3 Upaya Pengembangan PKSN Jasa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 
Industri yang diprioritaskan pada pusat pertumbuhan yaitu tentang potensi pengembangan yang ada 
pada wilayah yang bersangkutan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. Informasi 
tentang potensimelalui data produksi (kontribusi dan LQ masing-masing terhadap PDRB). Sebagai 
pusat pertumbuhan ekonomi, PKSN Jasa harus mampu mendorong wilayah sekitarnya (hinterland). 
 
3.4.3.1. Analisis Sektor Basis Kabupaten Sintang 
Pada analisis LQ dengan data PDRB Kabupaten Sintang terhadap Provinsi Kalimantan Barat dan PDB 
Nasional Indonesia dalam jangka waktu tahun 2012 sampai 2016, sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan merupakan sektor basis yang menjadi sektor yang paling tinggi dalam kontribusi ke PDRB 
Kabupaten Sintang dimana sektor tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat 
memungkinkan untuk diekspor ke daerah lainnya baik secara provinsi maupun nasional. Setelah 
dilakukan analisis LQ pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, terdapat beberapa sub sektor 
yang dikateorikan basis antara lain sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor jasa pertanian dan 
pemburuan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu. Jika dilihat berdasarkan PDRB, sub sektor 
tanaman perkebunan memiliki kontribusi paling tinggi dibanding sektor basis lainnya.  
Jika dilihat pada penggunaan lahan perkebunan Kabupaten Sintang maupun Lokpri Ketungau Hulu 
dan Ketungau Tengah, lahan perkebunan didominasi oleh tanaman kelapa sawit, tanaman karet dan 
tanaman lada.  
 
3.4.3.2 Analisis Kebutuhan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan di PKSN Jasa 
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, PKSN Jasa harus mampu mendorong wilayah sekitarnya 
(hinterland). Salah satu konsep dasar teori pusat pertumbuhan (growth pole theory) yang berdasarkan 
pada ekonomi dan pengembangannya yaitu konsep Leading Industrie (Industri utama) dan perusahaan 
pendukung dinyatakan sebagai penggerak dari aktivitas ekonomi lainnya di pusat pertumbuhan. 
Jika dilihat dari hirarki pusat pelayanan perbatasan negara, pengembangan perekonomian PKSN 
Jasa tentunya harus memiliki sinergitas terhadap Lokpri Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah 
maupun Ibukota Kabupaten Sintang. PKSN Jasa yang terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu menurut 
RTRW Kabupaten Sintang, Kecamatan Ketungau Hulu diarahkan menjadi kawasan dengan industri 
kecil menengah pengolahan makanan. 
Pengembangan industri pengolahan Pengembangan industri khususnya industri dari hasil sektor 
perkebunan, dari komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sintang, komoditas lada sangat 
berpotensi untuk dikembangkan baik dalam industri pengolahan maupun sistem resi gudang yang 
nantinya PKSN ini dapat menjadi pasar dalam komoditas lada di Kabupaten Sintang dan berpotensi 
untuk diekspor ke luar negeri khususnya DistrictSri Aman Malaysia yang merupakan salah satu pusat 
perdagangan komoditas lada.Lada bisa menjadi beberapa macam produk yang diolah seperti lada 
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hijau, minyak lada, dan oleoresin. Sebelum diolah menjadi industri makanan, lada tersebut dapat  
diproses menjadi barang setengah jadi dengan alat perontokan, alat pengupas kulit dan alat 
pengeringan yang terdapat di masing-masing Lokpri.  Produk-produk tersebut sangat prospektif dan 
berpeluang dikembangkan di PKSN Jasa, karena dapat diterapkan pada agroindustri perdesaan atau 
skala usaha kecil – menengah. Kebutuhan industri pengolahan lada dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Kebutuhan Industri Pengolahan Lada di PKSN Jasa 
3.4.3.3 Analisis Kebutuhan Fasilitas Sosial di PKSN Jasa  
Sebagai pusat pertumbuhan, PKSN Jasa dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat harus  
memiliki banyak fasilitas dan kemudahan seperti penyediaan pelayanan pemerintahan, 
pendidikan dan kesehatan sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai 
usaha berkembang pada kawasan ini.  
PKSN Jasa yang berpotensi menjadi kawasan yang dapat mendorong pengembangan 
kawasan perbatasan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah yang pada tahun 2036 jumlah 
penduduk di dua kecamatan ini berjumlah 57.455 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, 
PKSN Jasa dapat berkembang menjadi kota otonom kecil yang penduduknya berjumlah 
50.000 sampai 100.000 jiwa. Kebutuhan fasilitas-fasilitas sosial di PKSN Jasa dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
 
 
 
82 
 
PROSIDING 
SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA BERKELANJUTAN 
2019 
 
Tabel 2. Analisis Kabutuhan Fasilitas Sosial di PKSN Jasa 
Jenis Fasilitas Ketersediaan Fasilitas Kebutuhan Fasilitas 
Fasilitas Perdagangan 
dan Jasa 
- 24 Toko dan Warung - Pasar 
- Pergudangan 
- Jasa Keuangan (Bank/Non bank) 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2010 
Fasilitas Pendidikan - 1 Buah Taman Kanak-kanak 
- 2 Buah Sekolah Dasar 
- 1 Buah Sekolah Menengah Pertama 
Penambahan Fasilitas Sekolah 
Menegah Atas 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2010 
Fasilitas Kesehatan - 1 Buah Puskesmas 
- 1 Buah Balai Pengobatan 
- 2 Buah Posyandu 
Penambahan Rumah Sakit Umum 
Tipe C dan Rumah Sakit Bersalin 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2010 dan 
RTRW Kabupaten Sintang 
Fasilitas Pemerintahan - Kantor Desa Penambahan Pelayanan 
Pemerintahan Pengelola Perbatasan 
(Kantor Imigrasi, Kantor Kepabean 
dan Kantor Karantina) 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 18 Tahun 2007 
 
Dari beberapa upaya pengembanganPKSN Jasa sebagai pos lintas batas, simpul utama transportasi dan 
pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Upaya Pengembangan PKSN Jasa berdasarkan Hirarki Pusat Pelayanan Perbatasan Negara 
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4. SIMPULAN 
Berdasarkan analis-analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kondisi 
sarana dan prasarana yang ada PKSN Jasa masih kurang memadai baik dari segi infrastruktur maupun 
fasilitas-fasilitas sosial yang ada. Adapun upaya pengembangan yang dapat dilakukan di PKSN Jasa 
sebagai pos lintas batas negara yaitu pembangunan pelayanan pemerintah seperti kantor bea cukai, 
kantor imigrasi, kantor karantina yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. 
Untuk mendukung PKSN Jasa sebagai simpul utama transportasi, pemerintah sudah melakukan 
program perencanaan dengan pembangunan jalan Kolektor Primer (K1) yang akan melintasi PKSN 
Jasa dan wilayah perbatasan lainnya. PKSN Jasa juga akan dilengkapi fasilitas transportasi berupa 
terminal tipe B yang akan melayani transportasi angkutan penumpang skala provinsi. Adapun upaya 
dalam pengembangan perekonomian di PKSN Jasa yaitu pengembangan industri kecil menengah 
pengolahan makanan terutama dari komoditas lada dan pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang 
memadai terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan dalam menopang wilayah sekitarnya.   
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